





A. Reviu Penelitian Terdahulu 
1. Tax Amnesty  
Berdasarkan pada penelitian Elisabent dkk (2017), Neneng & Febri (2019) & 
Ummatun dkk (2019) tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi. Hal ini mengindikasikan bahwa apabila kebijakan tax amnesty 
ditingkatkan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Luh dkk (2019) menunjukkan hasil bahwa tax 
amnesty tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal 
ini dikarenakan kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai tujuan program tax 
amnesty sehingga dengan diberlakukannya kebijakan ini wajib pajak menganggap 
adanya ketidakadilan bagi wajib pajak yang selama ini telah patuh dalam memenuhi 
kewajiban perpajakannya.  
2. Pengetahuan Perpajakan  
Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Narti&Desy (2018) memiliki 
hasil bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Luh dkk (2019) & 
Ummatun dkk (2019) menunjukkan hasil bahwa pengetahuan perpajakan tidak 




dikarenakan pemakaian jasa konsultan pajak lebih dipilih oleh wajib pajak dalam 
menyelesaikan kewajiban perpajakannya.  
3. Kesadaran Wajib Pajak  
Penelitian yang dilakukan oleh Luh dkk (2019) menunjukkan hasil bahwa 
kesadaran waji pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi. Tetapi hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Elisabeth dkk (2017) 
bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi. Hal ini dikarenakan di setiap tempat tingkat kesadaran wajib pajak 
dalam menjalankan tanggungjawab berbeda. 
4. Sanksi Pajak 
Penelitian Luh dkk (2019) & Ummatun dkk (2019) menunjukkan hasil bahwa 
sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 
Sedangkan penelitian Narti & Desy (2018) & Elisabeth dkk (2017) menunjukkan 
hasil yang berbeda, bahwa sanksi pajak ridak berpengaruh positif terhadap kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi. Hal ini dikarenakan sanksi administrasi dan pidana masih 
tergoling rendah, sehingga perlu adanya tindak lanjut dari pihak pemerintah. 
B. Tinjauan Pustaka 
1. Teori Kepatuhan (Compliance Theory) 
Kepatuhan didefinisikan oleh Chaplin (1989:99) yang merupakan pemenuhan, 
mengalah tunduk dengan kerelaan; rela memberi, menyerah, mengalah; membuat 




Milgram (1963,371:378) kepatuhan terkait dengan ketaatan pada otorias aturan-
aturan. 
Teori kepatuhan (compliance theory) merupakan teori yang menjelaskan suatu 
kondisi dimana seseorang taat terhadap suatu perintah atau aturan yang diberikan. 
Menurut Tahar dan Rachman (2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan 
suatu tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai wajib pajak 
untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak 
perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada 
kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap 
berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Kepatuhan 
perpajakan yang dikemukakan oleh Norman D. Nowak sebagai “suatu iklim” 
kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercemin dalam situasi 
(Devano,2006:110) sebagai berikut: 
a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. 
b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. 
c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar. 
d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.  





Merupakan suatu kepatuhan yang bersifat “ikut-ikutan”. Dalam tipe 
kepatuhan ini seseorang peraturan karena mengikuti perilaku orang lain tanpa 
adanya pertimbangan.  
b. Conformist 
Kepatuhan dalam tipe ini terdiri dari 3 bentuk meliputi : 
1. Conformist yang Directed, yaitu tipe kepatuhan yang berhubungan dengan 
penyesuaian diri terhadap masyarakat atau orang lain. 
2. Conformist Hedonist, yaitu tipe kepatuhan yang berorientasi pada 
“untung-ruginya” bagi diri sendiri.  
3. Conformist Integral, yaitu suatu kepatuhan dimana adanya  penyesuaian 
antara kepentingan diri sendiri dengan kepentingan masyarakat. 
c. Compulsive Deviant 
Merupakan suatu  kepatuhan yang tidak konsisten, atau apa yang sering 
disebut “plinplan”. 
d. Hedonic Psikopatic  
Merupakan kepatuhan terhadap kekayaan tanpa memperhitungkan 
kepentingan orang lain. 
e. Supra Moralist  
Merupakan suatu kepatuhan karena adanya keyakinan yang tinggi terhadap 
nilai-nilai moral. 




Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang 
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  
Menurut Sommerfeld, Anderson dan Brock Pajak adalah suatu pengalihan 
sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, 
namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan dan tanpa 
mendapat imbalan yang langsung dari proporsionalnya, agar pemerintah dapat 
melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan (Waluyo, 2011:2). 
3. Kepatuhan Wajib Pajak 
Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib 
pajak dapat memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak 
perpajakannya (Nurmantu, 2005:148). Jadi kepatuhan wajib pajak merupakan suatu 
bentuk kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 
Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/Pmk.03/2007 tentang Tata Cara 
Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian 
Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, wajib pajak dapat dikatakan patuh 
apabila: 




b. Tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak. 
c. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana.  
d. Menyelenggarankan pembukuan & audit dalam dua tahun pajak terakhir. 
4. Tax Amnesty (Pengampunan Pajak)  
Berdasarkan UU No. 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak, pengertian 
dari Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak 
dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, 
dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur 
dalam Undang–Undang tersebut. Tujuan dari diberlakukannnya kebijakan tax 
amnesty adalah : 
a. Repatriasi atau menarik dana warga negara Indonesia yangada di luar negeri; 
b. Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek; 
c.  Menambah jumlah wajib pajak; 
d. Mengintegrasikan sektor informal ke dalam sistemperekonomian; 
e. Memanfaatkan dana yang tidak terpakai 
f. Langkah awal kebijakan rezim baru untuk menerapkan sanksiyang lebih 
besar; 
g. Meningkatkan pertumbuhan nasional 
1) Yang dapat memanfaatkan kebijakan amnesty pajak adalah: 
a) Wajib pajak orang pribadi 




c) Wajib pajak yang bergerak di bidang usaha mikro kecil dan menengah 
(UMKM) 
d) Orang pribadi atau badan yang belum menjdai wajib pajak. 
2) Beberapa persyaratan dalam pengajuan amnesty pajak, diantaranya 
adalah: 
a) Memiliki Nomor Wajib Pajak. 
b) Menbayar Uang tebusan 
c) Melunasi seluruh tunggakan pajak  
d) Melunasi pajak atau tidak untuk dibayar atau melunasi pajak yang 
seharusnya tidak dikembaikan bagi wajib pajak yang sedang dlakukan 
pemeriksaan bukti permulaan.  
e) Penyampaian SPT PPh terakhir bagi wajib pjak yang telah memiliki 
kewajiban menyampaikan Surat pemberithuan tahunan Pajak 
Penghasilan dan  
f) Mencabut permohonan: 
1) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat 
Ketetapan pajak dan/atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak 
benar. 
3) Keberatan 






7) Peninjauan kembali dalam hal wajib pajak sedang mengajukan 
permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.  
3) Tarif  
Tarif uang tebusan yang hartanya dialihkan kedalam wilayah NKRI 
adalah sebesar. 
a) 2% (dua persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan pada 
bulan pertama. 
b) 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan pada 
bulan keempat. 
c) 5% (lima persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan pada 
bulan sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 
2017. 
 Sedangkan untuk tarif uang tebusan yang hartanya tidak dialihkan kedalam 
wilayah NKRI adalah sebesar:  
1. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan pada 
bulan pertama 





3. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan pada 
bulan sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017. 
Tarif uang tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan 
Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada tahun pajak 
terakhir adalah sebesar: 
1. 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai 
harta sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam 
surat pernyataan; atau  
2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai harta 
lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam surat 
pernyataan. 
5. Pengetahuan Perpajakan 
Pengetahuan perpajakan adalah suatu informasi yang dapat digunakan oleh 
wajib pajak dalam hal pengambilan keputusan serta menentukan strategi tertentu 
yang akan digunakan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Menurut 
Rahayu (2010:30), terdapat 3 konsep pengetahuan pajak  yaitu: 
a. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yaitu 
pengetahuan mengenai kewajiban dan hak wajib pajak, SPT, NPWP, dan 




b.  Pengetahuan mengenai system perpajakan di Indonesia, sistem perpajakan yang 
diterapkan di Indonesia saat ini yaitu self assesment system.  
c. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan, yaitu mengetahui bahwa fungsi pajak 
dapat digunakan sebagai sumber penerimaan negara dan sebagai alat untuk 
mengatur kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. 
6. Kesadaran Wajib Pajak 
Menurut lut dkk (2019) kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana 
wajib pajak mengetahui dan mengerti perihal perpajakan sehingga dapat 
melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa adanya unsur paksaan. Sampai saat ini, 
kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih belum 
mencapai target yang diharapkan. Minimnya tingkat kepercayaan masyarakat 
terhadap keberadaan pajak saat ini dikarenakan pajak dianggap seperti upeti, 
memberatkan, kesulitan dalam melakukan pembayaran, ketidakmengertian 
masyarakat apa dan bagaimana pajak, serta kesulitan dalam menghitung dan 
melaporkan pajak. Maka, meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak sangat diperlukan, 
apabila wajib pajak telah sadar untuk membayar pajak dengan suka rela, maka 
kepatuhan wajib pajak akan terpenuhi, sehingga pembayaran pajak akan terus 
mengalami peningkatan dan tidak ada lagi wajib pajak yang enggan membayar 
pajaknya (Kundalini, 2016). Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka 
semakin tinggi tingkat kesadaran dalam membayar pajak. Hal ini tentu akan berakibat 




terhadap materi kebijakan di bidang perpajakan, misalnya penerapan tarif pajak, 
mekanisme pengenaan pajak, regulasi, praktek lapangan dan perluasan subjek dan 
objek pajak. 
7. Sanksi Pajak  
Sanksi pajak merupakan alat pengendali wajib pajak dalam melaksanakan 
kewajiban perpajakannya.  Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur tentang 
sanksi terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. 
Terdapat 2 jenis sanksi pajak di Indonesia, antaralain: 
a. Sanksi Administrasi Pajak 
Sanksi administrasi merupakan sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap 
negara seperti denda, bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi pajak terdiri dari: 
1) Sanksi Denda 
Sanksi pajak berupa denda ditujukan kepada pelanggaran pajak yang 
berhubungan dengan kewajiban pelaporan. Besar denda setiap pelanggaran berbeda, 
sesuai dengan peraturan undang-undang, diantaranya: telat dalam penyampaikan SPT 
Masa PPN, maka nominal denda yang dikenakan senilai Rp 500.000. Sedangkan telat 
dalam penyampaikan SPT Masa PPh, maka nominal denda yang dikenakan senilai 





2) Sanksi Bunga  
Sanksi bunga ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran 
terkait kewajiban membayar pajak. Besar sanksi yang harus dibayarkan antaralain: 
a) keterlambatan pembayaran pajak masa tahunan akan dikenakan sanksi 
pajak berupa bunga senilai 2% per bulan dari jumlah pajak terutang.  
b) Kekurangan pajak akibat penundaan SPT dikenakan sanksi berupa nilai 
bunga senilai 2% per bulan atas kekurangan pembayaran pajak.  
c) Mengangsur atau menunda pajak  dikenakan bunga senilai 2% per bulan 
dengan ketentuan bagian dari bulan tetap dihitung penuh 1 bulan.  
3) Sanksi Kenaikan 
Sanksi kenaikan ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran 
terkait dengan kewajiban yang diatur dalam material. Sanksi pajak ini berupa 
kenaikan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Hal ini disebabkan karena adanya 
pemalsuan data seperti meminimalkan jumlah pendapatan pada SPT setelah lewat 2 
tahun sebelum terbit SKP. Sanksi kenaikan besarannya adalah 50% dari pajak yang 
kurang dibayar. 




Sanksi Pidana merupakan sanksi pajak yang diberikan berupa hukuman pidana 
kepada wajib pajak seperti denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara. Wajib 
pajak dapat dikenakan sanksi pidana apabila: 
1) Wajib pajak diketahui dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau 
menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar.  
2) Wajib pajak memperlihatkan dokumen palsu serta tidak menyetor pajak yang 
telah dipotong. Sanksi akibat tindakan ini adalah pidana penjara selama 6 
tahun paling lama dan denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang. 
C. Pengembangan Hipotesis 
1. Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Orang Pribadi 
Berdasarkan teori kepatuhan (compliance theory) variabel tax amnesty 
dihubungkan dengan corformist hedonist, tax amnesty dinilai menguntungkan bagi 
wajib pajak karena dengan mengikuti program ini wajib pajak tidak dikenai sanksi 
administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan dengan 
melakukan pengungkapan harta dan membayar sejumlah tebusan. Menurut Nabila 
(2018) menyatakan bahwa terkait pola pikir  matematis  wajib  pajak  melalui 
pemanfaatan  tarif  tebusan  yang  rendah, sehingga  mendapatkan  manfaat  pajak. 
Dengan adanya  tarif tebusan  yang diberikan pemerintah dengan tarif yang lebih 
rendah, itu akan  menumbuhkan  motivasi  wajib  pajak berpartisipasi  dalam  




Variabel tax amnesty dihubungkan dengan otoritarian. Dalam suatu kelompok, 
seseorang cenderung mengikuti perilaku dari anggota lain. Nabila (2018) suatu 
kelompok dibentuk karena adanya persamaan tujuan, kebiasaan, hobi, dan gaya 
hidup, sehingga hal ini akan mempengaruhi  perilaku antar anggota. Apabila terdapat 
anggota kelompok mengikuti tax amnesty, hal ini dapat menarik anggota lainnya 
untuk mengikuti program pengampunan pajak tanpa adanya suatu pertimbangan. 
Menurut  
Variabel tax amnesty dihubungkan dengan supra moralist, tax amnesty dinilai 
dapat meningkatkan religiusitas wajib pajak. Apabila wajib pajak mengikuti program 
pengampunan pajak dapat memperoleh ketenangan hati karena telah bersikap jujur 
dengan mengungkapkan harta yang sebelumnya belum pernah dilaporkan. 
Berdasarkan penelitian Wana dkk (2017), program pengampunan pajak merupakan 
salah satu cara meningkatkan keimanan dalam beragama, hal ini dikarenakan adanya 
tindakan bijak yang dilakukan.  
Menurut Lut dkk (2019) pengampunan pajak bertujuan untuk memberikan 
tambahan penerimaan pajak dan memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak 
patuh menjadi wajib pajak patuh. Pengampunan pajak diharapkan dapat 
meningkatkan penerimaan pajak dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak 
dalam melaporkan pajak yang sebenarnya. Program tax amnesty merupakan program 
pengampunan pajak, semakin tinggi wajib pajak yang ikut serta program tax amnesty 




Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh  hasil  Elisabeth dkk (2017), 
Umatun dkk (2019) dan Neneng & Febri (2019), menunjukkan hasil bahwa program 
tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.  Hal 
ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat program tax amnesty maka wajib 
pajak merasa semakin diuntungkan dan wajib pajak akan lebih patuh dalam 
melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan 
hipotesis sebagai berikut:  
H1 : Tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi. 
2. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang 
Pribadi. 
Berdasarkan teori kepatuhan (compliance theory) variabel pengetahuan 
perpajakan dihubungkan dengan corformist hedonist, wajib pajak akan diuntungkan 
jika memiliki pengetahuan pajak yang luas karena dapat digunakan dalam 
pengambilan keputusan serta menentukan strategi tertentu yang akan digunakan 
dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. 
Menurut Zuhdin dkk (2015) pengetahuan perpajakan sangat penting dapat 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak, apabila wajib pajak mengetahui peraturan dan 
ketentuan perpajakan maka akan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi 




peraturan akan meningkatkan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, sehingga 
semakin kecil kemungkinan para wajib pajak untuk melanggar peraturan perpajakan 
yang telah ditetapkan.  
  Hasil penelitian yang dilakukan oleh Narti & Desy (2019) menyatakan bahwa 
pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 
Hal ini berarti sebagian besar jawaban responden mengenai variabel pengetahuan 
perpajakan bahwa wajib pajak cenderung mengetahui dan memahami mengenai 
peraturan perpajakan yang ada di Indonesia, baik dari pengetahuan mengenai 
ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan dan fungsi pajak. 
Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 
H2 : Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi. 
3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Orang Pribadi. 
Berdasarkan teori kepatuhan (compliance theory) variabel kesadaran wajib 
pajak dihubungkan dengan corformist integral, wajib pajak akan terbiasa bertoleransi 
kepada masyarakat. Dengan adanya kesadaran wajib pajak, maka wajib pajak akan 
memenuhi kewajiban perpajakannya dengan suka rela. Hal ini tentu akan 
meningkatkan pendapatan pajak sehingga dapat digunakan untuk keperluan negara 




Menurut Lut dkk (2019) Kesadaran wajib pajak merupakan tindakan suka rela 
wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Meningkatkan Kesadaran 
Wajib Pajak sangat diperlukan, apabila wajib pajak telah sadar untuk membayar 
pajak dengan suka rela, maka kepatuhan wajib pajak akan terpenuhi, sehingga 
pembayaran pajak akan terus mengalami peningkatan dan tidak ada lagi wajib pajak 
yang enggan membayar pajaknya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lut dkk 
(2019) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti, jika kesadaran wajib pajak 
meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Begitu pula 
sebaliknya, jika kesadaran wajib pajak menurun, maka kepatuhan wajib pajak pun 
juga akan menurun. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis 
sebagai berikut : 
H3 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi.  
4. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  
Berdasarkan teori kepatuhan (compliance theory) variabel sanksi pajak 
dihubungkan dengan corformist hedonist, apabila wajib pajak patuh terhadap 
peraturan yang sudah ditetapkan maka wajib pajak tidak akan dikenakan sanksi 
sehingga tidak akan mengalami kerugian secara material serta menunjukkan 




Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lut dkk (2019) dan umatun dkk (2019) 
menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi perpajakan maka 
tingkat kepatuhan wajib pajak akan cenderung semakin tinggi. Berdasarkan hal 
tersebut dapat dirumuskan hipotesis  sebagai berikut : 
H4 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi.  
D. Model Penelitian Empiris  
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh program tax 
amnesty, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hal tersebut model penelitian 





Gambar 2.1 Model Penelitian Empiris  
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